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ABSTRACT  

According to the results of the Riskesdas report, basic immunization coverage in 
Indonesia in 2017 only reached 59.4% and 57.9% in 2018. This figure is still far from the 
strategic plan target set by the Ministry of Health in 2019, namely 93%. The research 
aimed to analyze the factors that influence the incomplete basic immunization status of 
children in rural areas, Indonesia. This research is a quantitative research designCross 
Sectional. The data used is secondary data originating from the 2017 Indonesian 
Demographic and Health Survey (SDKI). The sampling technique usedtotal sampling 
amounting to 3,111 children under five. Based on the results of this study, it can be 
concluded that the determinants of incomplete basic immunization for toddlers in rural 
areas of Indonesia are less than 3 antenatal visits, delivery not in a health facility, 
distance to health facilities is a big problem, mother's age is less than 25 years, father's 
education is low, and the order of the 3rd child, etc. The chance of children not having 
complete basic immunization for toddlers in rural areas of Indonesia if all risk factors are 
present is 86%. The most dominant risk factor influencing incomplete basic immunization 
status is fewer than 3 antenatal visits. It is recommended that health workers prioritize 
health promotion programs regarding the benefits of antenatal visits by approaching 
community leaders, especially midwives. 
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ABSTRAK  

Menurut hasil laporan Riskesdas cakupan imunisasi dasar di Indonesia Tahun 2017 
hanya mencapai 59,4% dan 57,9% di Tahun 2018. Angka tersebut masih jauh dari target 
renstra yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan di Tahun 2019 yaitu 93%.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang memengaruhi status imunisasi 
dasar tidak lengkap anak di wilayah pedesaan, Indonesia. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan desain Cross Sectional. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang berasal dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 
2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sebesar 3.111 balita. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa determinan imunisasi dasar 
tidak lengkap balita di wilayah pedesaan Indonesia adalah kunjungan antenatal yang 
kurang dari 3 kali, persalinan tidak di fasilitas kesehatan, jarak faskes menjadi masalah 
besar, usia ibu kurang dari 25 tahun, pendidikan ayah yang rendah, dan urutan anak ke-
3 dst. Peluang anak tidak imunisasi dasar lengkap pada balita di wilayah pedesaan 
Indonesia jika terdapat semua faktor risiko adalah sebesar 86%. Faktor risiko yang 
paling dominan dalam memengaruhi status imunisasi dasar tidak lengkap adalah 
kunjungan antenatal yang kurang dari 3 kali. Disarankan kepada petugas kesehatan 
untuk lebih memprioritaskan program promosi kesehatan mengenai manfaat kunjungan 
antenatal dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat, khususnya dukun beranak. 

Kata kunci: determinan, imunisasi, pedesaan 
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PENDAHULUAN  
 
Berdasarkan laporan dari Kemenkes tahun 2017 capaian imunisasi dasar rutin 

termasuk imunisasi dasar lengkap maupun imunisasi dasar lanjutan baduta sudah 
mencapai target yaitu sebesar 92% dan terus meningkat hingga tahun 2018 sebesar 
92,5% sampai 2019 sebesar 93% [1]. Namun, menurut hasil laporan SDKI Tahun 2017 
dan Riskesdas Tahun 2018 cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 
bulan di Indonesia hanya mencapai 59,4% dan 57,9%. Angka tersebut masih jauh dari 
target renstra yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan di Tahun 2019 yaitu 93% [2]. 
Di tahun 2017 sekitar 20 dari 33 provinsi memiliki tingkat imunisasi dasar tidak lengkap 
antara 25% - 49%, dan hanya 6 dari 34 provinsi memiliki tingkat imunisasi dasar tidak 
lengkap <25%. Adapun sekitar 8 dari 34 provinsi memiliki tingkat imunisasi dasar tidak 
lengkap melebihi 50%. Delapan provinsi dengan tingkat imunisasi dasar tidak lengkap 
melebihi 80% adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Yogyakarta, 
Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Papua [3]. Kedelapan provinsi tersebut memiliki 
daerah pedesaan lebih banyak daripada daerah perkotaan [4].  

Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa anak yang tinggal di pedesaan 
memiliki imunisasi dasar lengkap yang lebih rendah yaitu sebesar 55,3%  dibanding 
anak yang tinggal di perkotaan yaitu 61,65% [5]. Menurut hasil penelitian [6]–[8] faktor 
yang memengaruhi status imunisasi dasar anak di wilayah pedesaan Aceh yaitu 
pendidikan ibu dan pengetahuan ibu yang rendah sehingga kurang informasi mengenai 
manfaat imunisasi. Faktor lainnya adalah tidak ada dukungan keluarga dari pihak suami 
dengan anggapan bahwa imunisasi dasar akan menyebabkan anak menjadi sakit dan 
rewel. Hal yang serupa ditemukan di negara Ethiopia bahwa tempat tinggal di pedesaan 
berpengaruh terhadap status imunisasi dasar anak, karena anak yang tinggal di 
pedesaan jauh dari fasilitas kesehatan, status ekonomi rendah, dan kurangnya 
kesadaran ibu dalam kunjungan antenatal [9]–[11].  

Dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi dasar anak di wilayah pedesaan 
Indonesia maka menganalisis faktor risiko sangat penting. Akan tetapi, untuk 
mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketidaklengkapan status imunisasi dasar 
anak, tidak bisa hanya berfokus pada karakteristik tingkat individu saja sehingga harus 
mempertimbangkan faktor lainnya [12]. Faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku 
seseorang dalam menggunakan pelayanan kesehatan adalah faktor predisposisi, faktor 
pendukung, dan faktor pendorong [13]. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk 
meneliti determinan imunisasi dasar pada balita di daerah pedesaan, Indonesia tahun 
2017 berdasarkan tiga faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor 
pendorong, kemudian peneliti melihat prediksi probabilitas dari faktor risiko masyarakat 
desa yang tidak melakukan imunisasi dasar anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi status imunisasi dasar tidak lengkap pada 
balita di wilayah pedesaan Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 
pada pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan faktor risiko paling dominan 
untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar di wilayah pedesaan Indonesia.  
 
METODE  
 
     Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari Survei Demografi 
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 dan telah mendapatkan persetujuan ethical 
clearence di Komisi Etik Penelitian Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam 
No.013.D/KEP-MLP/II/2024. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 
dilakukan di 34 provinsi yang tersebar di Indonesia selama periode waktu 2017, 
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada bulan November 2023 hingga 
Januari 2024 dengan lokasi penelitian yang dipilih wilayah pedesaan dari 34 provinsi 
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Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak terakhir dengan usia 12-
59 bulan, masih hidup, terdata dalam SDKI 2017, dan memiliki data yang lengkap atau 
tidak missing data. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu 
seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Besar sampel dalam penelitian ini 
adalah 3.111 balita. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
multivariat. Analisis multivariat untuk mencari prediksi probabilitas masyarakat desa 
untuk tidak imunisasi dasar dari faktor risiko dan melihat variabel yang paling dominan 
untuk memengaruhi status imunisasi dasar tidak lengkap dengan menggunakan uji 
regresi logistik.  
 
HASIL  
 
     Temuan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga uji analisis yaitu analisis univariat, 
analisis bivariat, dan analisis multivariat yang disajikan dalam bentuk tabel.  
 
Analisis Univariat 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Status Imunisasi dasar di Pedesaan, Indonesia 

Status Imunisasi dasar 
Anak 

N % 
95% CI 

Tidak Lengkap 1.262 40,6 38,9 – 42,3 
Lengkap 1.849 59,4 57,7 – 61,1 
Total 3.111 100  

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa lebih banyak anak yang mendapatkan 
imunisasi dasar lengkap sebesar 59,4%. 

 

Analisis Bivariat 
Tabel 2 Hubungan antara Faktor Predisposisi, Faktor Pemungkin, dan Faktor Penguat 

dengan Status Imunisasi dasar di Pedesaan 

Variabel 

Kelompok 

Jumlah P POR 95% CI 
Imunisasi 

dasar Tidak 
Lengkap 

Imunisasi 
dasar 

Lengkap 

n % n % 

Faktor Predisposisi 

Jenis Kelamin Anak              

Perempuan 593 47,0 898 48,6 1.491 
0,407 0,939 0,813-1,083 

Laki-laki 669 53,0 951 51,4 1.620 

Usia Ibu         

<25 tahun 448 35,5 610 33,0 1.058 
0,158 1,118 0,962-1,300 

>25 tahun 814 64,5 1.239 67,0 2.053 

Pendidikan Ibu         

Rendah 959 76,0 1.290 69,8 2.249 
<0,000* 1,372 1,165-1,614 

Tinggi 303 24,0 559 30,2 862 

Usia Ayah         

<25 tahun 215 17,0 312 16,9 527 
0,944 1,012 0,836-1,224 

>25 tahun 1.047 83,0 1.537 83,1 1.537 

Pendidikan Ayah         

Rendah 856 67,8 1.089 58,9 1.945 
<0,000* 1,471 1,266-1,710 

Tinggi 406 32,2 760 41,1 1.166 
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Variabel 

Kelompok 

Jumlah P POR 95% CI 
Imunisasi 

dasar Tidak 
Lengkap 

Imunisasi 
dasar 

Lengkap 

n % n % 

Urutan Kelahiran 
Anak 

        

Anak ke 1-2 732 58,0 1.206 65,2 1.938 
<0,000* 0,736 0,636-0,53 

Anak ke 3 dst 530 42,0 643 34,8 1.173 

Pemeriksaan 
Antenatal 

        

Tidak lengkap 318 25,2 116 6,3 434 
<0,000* 5,033 4,011-6,314 

Lengkap  944 74,8 1.733 93,7 2.677 

Pekerjaan Ibu         

Tidak Bekerja 715 56,7 990 53,5 1.705 
0,094 1,134 0,982-1,310 

Bekerja 547 43,3 859 46,5 1.406 

Pekerjaan Ayah         

Tidak Bekerja 11 0,9 16 0,9 27 
1,000 1,007 0,466-2,178 

Bekerja 1.251 99,1 1.833 99,1 3.084 

Indeks Kekayaan         

Sangat Miskin 644 51,0 709 38,3 1.353 

<0,000* 

  

Miskin 307 24,3 455 24,6 762 1,346 1,125-1,611 

Menengah 164 13,0 325 17,6 489 1,800 1,450-2,234 

Kaya 96 7,6 229 12,4 325 2,167 1,669-2,813 

Sangat Kaya 51 4,0 131 7,1 182 2,333 1,660-3,280 

Faktor Pendukung 

Tempat Persalinan         

Bukan Fasilitas 
Kesehatan 

638 50,6 531 28,7 1.169 
<0,000* 2,538 2,186-2,947 

Fasilitas Kesehatan 624 49,4 1.318 71,3 1.942 

Jarak Faskes         

Masalah besar  241 19,1 219 11,8 460 
<0,000* 1,757 1,440-2,144 

Bukan masalah besar 1.021 80,9 1.630 88,2 2.651 

Faktor Pendorong 

Penolong Persalinan         

Bukan Tenaga 
Kesehatan 

8 0,6 0 0 8 
0,001* 2,474 2,371-2,582 

Tenaga Kesehatan 1.254 99,4 1.849 100 3.103 

Ket: *𝑝 ≤ 0,05, signifikan; POR, Prevalence Odds Ratio 

Dari tabel 2 faktor predisposisi yang memiliki hubungan imunisasi dasar di pedesaan 
yaitu pendidikan ibu, pendidikan ayah, urutan kelahiran anak, pemeriksaan antenatal, 
dan indeks kekayaan rumah tangga. Pada faktor pemungkin terdapat hubungan 
imunisasi dasar dengan tempat persalinan, sedangkan pada faktor penguat memiliki 
hubungan imunisasi dasar dengan penolong persalinan dan jarak faskes. Seleksi 
variabel menggunakan uji regresi logistik sederhana dengan syarat p-value <0,25 akan 
dijadikan kandidat multivariat. Berdasarkan tabel 2 diatas, hampir semua variabel di 
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pedesaan masuk  ke pemodelan, selain variabel jenis kelamin anak, usia ayah, dan 
pekerjaan ayah dikeluarkan dari pemodelan dikarenakan p-value >0,25. 
Analisis Multivariat 
 
Tabel 3. Nilai Hosmer and Lemeshow Test, Overall Percentage, dan Variabel Yang Keluar 

dari Persamaan 

Hosmer and 
Lemeshow Test 

Overall Percentage Variabel Keluar dalam Persamaan 

Step 1= 0,022 Step 1= 66,4% Variabel pendidikan ayah 
Step 2=0,051 Step 2=66,2% Variabel penolong persalinan, 

Pendidikan ibu 
Step 3=0,070 Step 3=66,3% Variabel penolong persalinan, 

pendidikan ibu, dan pekerjaan ibu 
Step 4=0,287 Step 4=66,2% Variabel penolong persalinan, 

pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan 
kekayaan 

Step 5= 0,796 Step 5= 66,2% Variabel penolong persalinan, 
pendidikan ibu, pekerjaan ibu, 
kekayaan, dan pendidikan ayah 

Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa pengujian analisis regresi logistik menggunakan 
metode Enter pada tempat tinggal di pedesaan memiliki 5 tahap yang dilakukan, dimana 
variabel dengan sig >0,05 dikeluarkan secara bertahap dari yang paling besar yaitu 
variabel penolong persalinan, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kekayaan, dan terakhir 
pendidikan ayah. Pada tabel tempat tinggal di pedesaan nilai Hosmer and Lemeshow 
Tes sebesar 0,796 (lebih besar dari 0,05), sehingga Ho diterima. Pada tabel Hosmer 
and Lemeshow Test tersebut disimpulkan bahwa estimasi model sesuai dengan data 
aktual yang dilakukan. Nilai Overall Percentage pada Classification Table sebesar 
66,2%. Nilai Overall Percentage cukup tinggi sehingga dapat menunjukkan bahwa nilai 
ketepatan akurasi prediksi sangat baik jika digunakan untuk memprediksi status 
imunisasi dasar di Pedesaan.  
 

Tabel 4. Pemodelan Akhir Multivariat 

Variabel B Sig Exp (B) CI95% 

Urutan Kelahiran -0,231 0,012 0,793 0,663 – 0,950 
Usia Ibu 0,204 0,029 1,226 1,021 – 1,471 
Pendidikan Ayah 0,227 0,005 1,255 1,071 – 1,472 
Antenatal 1,357 0,000 3,886 3,075 – 4,911 
Tempat Persalinan 0,677 0,000 1,967 1,679 – 2,305 
Jarak Faskes 0,359 0,001 1,432 1,158 – 1,770 
Constant -0,959    
Omnibus Test: 0,000 Nagelkerke R Square: 0,139 

Berdasarkan tabel 4 bahwa tahap akhir di pedesaan terdapat variabel yang masuk 
ke dalam persamaan yaitu variabel urutan kelahiran, usia ibu, pendidikan ayah, 
antenatal, tempat persalinan, dan jarak fasilitas kesehatan tanpa adanya variabel 
confounding (perancu). Model yang terbentuk dinyatakan layak, karena memenuhi 
kemaknaan model yang dilihat dari nilai omnibus test (p=0,000). Berdasarkan nilai 
Nagelkerke R Square diperoleh nilai 0,139 artinya variabel independen yang terdapat 
dalam model dapat menjelaskan status imunisasi dasar tidak lengkap di pedesaan 
sebesar 13,9%.  

Variabel yang paling dominan berhubungan dengan status imunisasi dasar adalah 
antenatal dengan OR=3,886 95% CI: (3,075 – 4,911) artinya anak yang ibunya tidak 
memenuhi standar kunjungan ANC lebih berisiko untuk tidak imunisasi dasar lengkap 
sebesar 3,886 kali dibandingkan dengan ibu yang memenuhi standar kunjungan ANC. 
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Pada variabel urutan kelahiran anak bertanda negatif yang berarti anak ke 1-2 
menurunkan risiko untuk anak imunisasi dasar tidak lengkap dan sebaliknya pada urutan 
kelahiran anak ke-3 dst merupakan faktor risiko karena akan menaikkan risiko anak 
untuk imunisasi dasar tidak lengkap. 

Berdasarkan hasil uji regresi logistik menggunakan metode Enter di Pedesaan, maka 
persamaan yang dihasilkan adalah: 
y = konstanta + a1x1 + a2x2 + ….. + aixi 
y = -0,959 + 1,357 Kunjungan Antenatal + 0,677 Persalinan + 0,359 Jarak Faskes + 
0,204 Usia Ibu + 0,227 Pendidikan Ayah – 0,231 Urutan Kelahiran Anak …… (pers 1) 

Dengan demikian, jika kunjungan antenatal kurang dari 3 kali (kode 1), persalinan 
tidak di fasilitas kesehatan (kode 1), jarak fasilitas kesehatan menjadi masalah besar 
(kode 1), usia ibu kurang dari 25 tahun, pendidikan ayah rendah (kode 1), dan urutan 
anak ke 1-2 (kode 1),  pada persamaan 1 maka peluang bayi tersebut untuk imunisasi 
dasar tidak lengkap adalah sebagai berikut: 
y = -0,959 + 1,357 (1) + 0,677 (1) + 0,359 (1) + 0,204 (1) + 0,227 (1) – 0,231 (1)  
y = 1,634 

Hasil persamaan regresi logistik kemudian dieksponenkan untuk mengetahui 
kecocokan nilai status imunisasi dasar yaitu 1 (tidak imunisasi dasar lengkap) dan 0 
(imunisasi dasar lengkap), maka peluang anak untuk tidak imunisasi dasar lengkap di 
pedesaan adalah: 

p = 
1

1+𝑒𝑥𝑝−𝑦
 

p = 0,84 
Dapat diambil kesimpulan jika terdapat faktor kunjungan antenatal kurang dari 3 kali, 

tempat persalinan tidak di fasilitas kesehatan, dan jarak faskes merupakan masalah 
besar, pendidikan ayah rendah, usia ibu kurang dari 25 tahun, dan urutan kelahiran anak 
ke 1-2 maka probabilitas anak imunisasi dasar tidak lengkap sebesar 84%. Adapun 
rincian probabilitas imunisasi dasar tidak lengkap dapat dilihat pada tabel 5.  

 
Tabel 5. Probabilitas Status Imunisasi dasar Tidak Lengkap di Pedesaan Indonesia 

Variabel 

Probabilitas 
(%) 

Kunjungan 
Antenatal 

<3 kali 

Bersalin 
tidak di 
faskes 

Jarak 
Faskes 
Masalah 

Besar 

Pendidikan 
Ayah 

Rendah 

Usia Ibu 
<25 tahun 

Urutan 
anak ke 3 

dst 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 86 
✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 84 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  83 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 83 
✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 81 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 76 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 62 
✓      54 
 ✓     37 
  ✓    30 
   ✓   27 
    ✓  27 
     ✓ 27 
      23 

Ket: (), tidak terdapat faktor risiko; (✓), terdapat faktor risiko 

Dari hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan bahwa apabila kunjungan antenatal 
kurang dari 3 kali, persalinan tidak di fasilitas kesehatan, jarak faskes menjadi masalah 
besar, usia ibu lebih muda atau kurang dari 25 tahun, pendidikan ayah yang rendah, dan 
urutan anak ke-3 dst memiliki probabilitas paling tinggi untuk menyebabkan anak 
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imunisasi dasar tidak lengkap sebesar 86% karena memiliki semua faktor risiko. 
Sebaliknya, jika responden tidak memiliki faktor risiko yaitu kunjungan antenatal lebih 
dari 3 kali, persalinan di fasilitas kesehatan, jarak fasilitas kesehatan bukanlah masalah 
besar, usia lebih dari 25 tahun, pendidikan ayah tinggi, dan urutan anak ke 1-2  maka 
peluang bayi tersebut untuk imunisasi dasar tidak lengkap adalah sebesar 23%. Namun, 
ibu dengan 1 faktor risiko saja yaitu kunjungan antenatal <3 kali memiliki peluang anak 
imunisasi dasar tidak lengkap sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa kunjungan 
antenatal merupakan faktor risiko yang paling dominan untuk memengaruhi status 
imunisasi dasar tidak lengkap pada anak.
 
PEMBAHASAN  

 
Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap pada 

balita di wilayah pedesaan Indonesia sebesar 50,4% dan masih terdapat 40,6% anak 
yang tidak diimunisasi dasar lengkap. Angka tersebut masih jauh dari target global WHO 
pada tahun 2011-2020 yang menetapkan bahwa minimal cakupan imunisasi dasar 
nasional sebesar 90% dan 80% untuk di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil akhir 
penelitian ini, faktor-faktor yang memengaruhi status imunisasi dasar tidak lengkap pada 
anak di wilayah pedesaan Indonesia adalah kunjungan antenatal yang kurang dari 3 kali, 
persalinan tidak di fasilitas kesehatan, jarak faskes menjadi masalah besar, usia ibu lebih 
muda kurang dari 25 tahun, pendidikan ayah yang rendah, dan urutan anak ke-3 dst. 

 
Kunjungan Antenatal 
     Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa ibu yang kunjungan antenatal 1-2 
kali saja atau kurang dari 3 kali akan lebih berisiko 5 kali anak tidak imunisasi dasar 
lengkap. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa kunjungan antenatal 
berhubungan dengan status imunisasi dasar anak. Anak yang ibunya tidak melakukan 
pemeriksaan antenatal memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mendapatkan 
imunisasi dasar lengkap [14], [15]. Menurut hasil dari peneliti sebelumnya bahwa saat 
ibu melakukan pemeriksaan antenatal maka ibu akan mendapatkan informasi dari 
petugas kesehatan mengenai pengasuhan dan kesehatan anak, sehingga ibu lebih peka 
terhadap isu yang berkaitan dengan manfaat imunisasi dasar dan dapat mendorong 
kemauan ibu untuk melakukan imunisasi dasar lengkap pada anaknya dibandingkan ibu 
yang melakukan kunjungan antenatal kurang dari 3 kali [16], [17]. Dalam penelitian ini 
kunjungan antenatal merupakan faktor risiko terbesar untuk memengaruhi status 
imunisasi dasar lengkap anak, dimana apabila ibu tidak melakukan kunjungan antenatal 
sebanyak lebih dari 3 kali maka anak di wilayah pedesaan berpeluang 54% untuk tidak 
imunisasi dasar lengkap. 

Besarnya pengaruh kunjungan antenatal terhadap ketidaklengkapan imunisasi dasar 
pada anak, maka perlu adanya intervensi dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil 
untuk memeriksakan kehamilannya. Berdasarkan hasil penelitian [18], [19] ditemukan 
bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan ibu tidak melakukan 
pemeriksaan antental, diantaranya adalah kualitas pelayanan yang masih buruk, seperti 
informasi kesehatan tidak jelas dan susah dipahami, serta petugas kesehatan yang tidak 
ramah. Dari permasalahan tersebut maka langkah awal yang dapat diambil adalah 
menyediakan standar pelayanan antenatal dengan materi yang jelas dan efektif 
menggunakan gambar yang menarik dan menyediakan materi khusus untuk dibawa 
pulang oleh ibu hamil yang mungkin dapat mempengaruhi orang lain yang tinggal 
serumah [20], [21]. Langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan bagi tenaga 
kesehatan mengenai keterampilan komunikasi efektif untuk meningkatkan kompetensi 
tenaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan etika profesi sebagai tenaga 
kesehatan [22]. Pelatihan setidaknya dilakukan setahun sekali bagi penyedia layanan 
kesehatan di semua tingkatan agar dapat mengurangi perlakuan yang tidak setara di 
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fasilitas kesehatan [20]. Selain itu, penerapan kebijakan punishment dan reward bagi ibu 
yang tidak melakukan pemeriksaan antenatal. Punishment dapat berupa  teguran secara 
lisan dan pembinaan mengenai pemeriksaan antenatal, sedangkan reward berupa 
ucapan pujian bagi ibu yang sudah melakukan pemeriksaan antenatal lebih dari 3 kali. 
Hal tersebut telah terbukti dalam penelitian [23]–[25] bahwa reward seperti kata-kata 
pujian dan punishment seperti peringatan dapat dijadikan alat motivasi jika digunakan 
dengan bijak dan tepat. 
 
Tempat Persalinan 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa ibu yang tidak bersalin di fasilitas kesehatan 
berisiko 2,538 kali untuk anak tidak imunisasi dasar lengkap. Sejalan dengan penelitian 
[26], [27] bahwa anak yang dilahirkan di fasilitas kesehatan akan menerima imunisasi 
dasar lengkap daripada anak yang lahir di rumah atau tidak di fasilitas kesehatan, 
dimana anak yang bersalin di fasilitas kesehatan 45,818 kali untuk imunisasi dasar 
lengkap. Menurut hasil penelitian [28] di Kecamatan Kalisusu bahwa masih banyak 
masyarakat yang mempercayai tempat persalinan tanpa fasilitas kesehatan, selain 
harga yang lebih terjangkau juga akses yang lebih mudah dan tidak ada persyaratan 
yang harus dipenuhi. Hal ini dapat menyebabkan ibu tidak membawa anak untuk 
imunisasi, dimana ibu yang melahirkan tidak dengan fasilitas kesehatan atau di rumah 
biasanya dibantu oleh dukun beranak yang kurang pengetahuan dalam informasi 
imunisasi dasar anak, sehingga ibu tidak melakukan imunisasi dasar pada anaknya, 
sedangkan ibu yang melahirkan dengan fasilitas kesehatan akan mendapatkan 
informasi mengenai imunisasi dasar anak selama pemeriksaan antenatal dan akan 
melakukan imunisasi dasar pada anaknya [29].  

Dari hasil penelitian ini apabila ibu bersalin tidak di fasilitas kesehatan akan 
berpeluang 37% anak imunisasi dasar tidak lengkap. Hal ini dikarenakan, persalinan di 
wilayah pedesaan yang tidak di tempat fasilitas kesehatan biasanya ditolong oleh dukun 
beranak. Dukun beranak masih dipercayai sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan 
anak serta sebagai tokoh masyarakat yang dihargai, sehingga tidak bisa sembarangan 
dalam menentukan solusi karena menyangkut budaya setempat. Dengan demikian, 
strategi yang dapat dilakukan adalah menjalin kemitraan antara dukun beranak dengan 
petugas kesehatan [30], [31]. Cara membentuk kemitraan didasari dengan sikap saling 
menghargai dan saling terbuka untuk membawa dampak positif dalam memberikan 
pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian petugas kesehatan dapat melakukan 
koordinasi dan pelatihan kepada dukun beranak yang sesuai dengan peraturan 
kesehatan [32], [33]. Hal tersebut dilakukan untuk menempatkan dukun beranak sebagai 
media promosi kesehatan. Dukun beranak yang dianggap sebagai tokoh masyarakat 
akan mudah dipercayai dalam memberikan edukasi seputar persalinan, masalah 
kehamilan, dan perawatan bayi di desa seperti pentingnya imunisasi dasar pada anak 
sehingga dapat meningkatkan kemauan ibu melakukan imunisasi dasar pada anak.  
 
Jarak Fasilitas Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jarak fasilitas kesehatan menjadi 
masalah besar akan berisiko 1,757 kali untuk anak tidak imunisasi dasar lengkap. 
Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa jarak yang jauh merupakan faktor yang 
menurunkan motivasi ibu untuk melakukan imunisasi dasar pada anak, dimana anak 
dengan jarak fasilitas kesehatan menjadi suatu permasalahan besar berisiko 2,29 kali 
untuk tidak imunisasi dasar lengkap. Hal ini dikarenakan jarak rumah yang jauh dari 
fasilitas kesehatan akan membutuhkan biaya transportasi dan waktu yang lama 
diperjalanan [34]–[36]. Kemudian, ibu akan menunda untuk ke fasilitas kesehatan 
sampai akhirnya lupa dan melewatkan jadwal imunisasi dasar anak. Oleh sebab itu, 
jarak merupakan salah satu faktor ketidaklengkapan imunisasi dasar anak di pedesaan 
[37]. 
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Jarak fasilitas kesehatan yang jauh yang disertai dengan besarnya biaya yang harus 
dikeluarkan menjadi permasalahan besar ibu di pedesaan untuk melakukan imunisasi 
dasar [38]. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa peluang anak tidak imunisasi dasar 
lengkap apabila jarak fasilitas kesehatan menjadi masalah besar adalah sebesar 30%. 
Adapun beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu membuat pemetaan 
cakupan imunisasi dasar per daerah, pembangunan infrastruktur, dan menambah jam 
operasional puskesmas. Pemetaan tren cakupan imunisasi dasar secara parsial dan 
lebih detail per daerah bertujuan untuk melihat area yang paling berisiko tinggi tidak 
imunisasi dasar lengkap dan kemudian akan lebih diprioritaskan. Pemetaan ini sudah 
diimplementasikan dalam program surveilans malaria menggunakan software SISMAL 
atau sistem informasi geografis sehingga mempermudah melihat daerah yang rawan 
malaria [39], [40]. Selain itu, pembangunan infrastruktur Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti rumah singgah atau desa siaga yang 
dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana prasarana dalam pelaksanaan 
imunisasi dasar dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan di 
daerah pedesaan terpencil sehingga dapat mengurangi biaya transportasi [41]–[43]. 
Namun, jadwal imunisasi dasar juga harus diperhatikan agar tidak bersamaan dengan 
aktivitas masyarakat di pedesaan atau menambah jam operasional sehingga ibu yang 
bekerja tidak melewatkan jadwal imunisasi dasar pada anaknya [44]. 
 
Pendidikan Ayah 

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pendidikan ayah yang rendah akan 
berisiko 1,471 kali untuk anak tidak imunisasi dasar lengkap. Sama halnya dengan 
penelitian [45], [46] menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan 
orang tua dengan pemberian imunisasi dasar pada anak, dimana semakin rendah 
tingkat pendidikan orang tua terutama seorang ayah maka akan semakin tinggi risiko 
bagi anak untuk tidak mendapatkan imunisasi dasar tidak lengkap begitupun sebaliknya. 
Menurut [13], [47] pendidikan mengenai informasi kesehatan dibutuhkan sebelum 
membuat keputusan dalam penggunaan pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk 
memperluas wawasan intelektual seseorang terhadap perilaku kesehatan yang akan 
diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dalam hal ini, sebagian 
keluarga di pedesaan pengambilan keputusan diambil dari seorang ayah yang dianggap 
sebagai pemimpin dalam rumah tangga [48]. Sayangnya, menurut hasil penelitian [49] 
yang dilakukan di wilayah pedesaan Aceh kebanyakan ayah menganggap bahwa 
imunisasi dasar terbuat dari bahan yang haram dan memiliki efek samping yang buruk 
untuk anak, seperti anak akan demam setelah diimunisasi. Oleh sebab itu, ayah 
memutuskan untuk tidak memperbolehkan ibu melakukan imunisasi dasar anak.  

Idealnya peran ayah dan ibu harus saling melengkapi dalam memelihara kesehatan 
anak [50]. Namun, informasi mengenai imunisasi dasar hanya didapatkan oleh ibu 
secara langsung. Dalam penelitian ini pendidikan ayah yang rendah berpeluang 27% 
menyebabkan anak tidak imunisasi dasar lengkap. Oleh sebab itu, sebaiknya ayah 
sudah diberikan edukasi kesehatan sejak ibu  hamil, bersalin, nifas, dan kemudian 
imunisasi dasar sehingga dapat berperan aktif, baik dalam keputusan imunisasi dasar 
dan mengantarkan anak ke tempat pelayanan imunisasi dasar [51]. Upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan imunisasi dasar pada anak salah satunya yaitu edukasi 
dari pemerintah daerah dengan pendekatan melalui tokoh masyarakat di acara 
pengajian atau kumpul desa yang melibatkan peran ayah dalam kegiatan promosi 
pentingnya imunisasi dasar pada anak [52].  
 
Usia Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 
usia ibu dengan imunisasi dasar pada balita. Akan tetapi, usia ibu berpengaruh terhadap 
status imunisasi dasar balita apabila kunjungan antenatal, tempat persalinan, jarak 
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faskes, pendidikan ayah, dan urutan kelahiran secara bersamaan mempengaruhi 
ketidaklengkapan imunisasi dasar anak di pedesaan, dimana ibu yang lebih muda 
berisiko 1,226 kali untuk tidak melakukan imunisasi dasar pada anak dibandingkan ibu 
yang lebih tua. Karena ada pengaruh dari faktor risiko lainnya maka usia ibu menjadi 
signifikan. Peluang anak tidak imunisasi dasar lengkap apabila ibu berumur lebih muda 
yaitu kurang dari 25 tahun adalah sebesar 27%.  Hal ini sejalan dengan penelitian 
sebelumnya bahwa ada hubungan antara usia ibu dengan pemberian imunisasi dasar 
pada anak. Semakin tua umur seorang ibu (>25 tahun) maka akan lebih banyak mencari 
informasi, memiliki pengalaman dan mencari hal-hal baik yang akan diberikan pada 
bayinya termasuk pada hal imunisasi [53], [54].  

Banyaknya pernikahan di usia 14-25 tahun (kelompok remaja) dapat menjadi 
permasalahan kesehatan bagi ibu dan anak [55]–[57]. Orang tua harus memiliki 
pandangan terbuka tentang bahaya pernikahan dini dan tidak terburu-buru untuk 
menikahkan anaknya sehingga perlu dipikirkan dengan matang. Untuk itu, promosi 
kesehatan harus ditingkatkan agar program pendewasaan usia pernikahan lebih optimal 
[58]. Pemerintah juga harus membuat kebijakan tentang program kursus pra-nikah pada 
setiap pasangan sebagai kewajiban bukan lagi anjuran dalam persyaratan pengajuan 
pernikahan. Kursus pra-nikah ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
mengenai keluarga berencana dan membangun keluarga sehat dalam rumah tangga 
[59]. Namun, ketika sudah terlanjur nikah muda maka diperlukan adanya kegiatan 
pelatihan bagi ibu muda tentang perawatan anak seperti jadwal imunisasi dasar anak, 
manfaat imunisasi, dan dampak negatif apabila anak tidak imunisasi. 

  
Urutan Kelahiran Anak 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa anak urutan ke 1-2 cenderung 0,736 
kali tidak imunisasi dasar lengkap dibanding anak ke-3 dst. Angka tersebut menunjukkan 
bahwa anak urutan ke 1-2 merupakan faktor protektif terjadinya imunisai dasar tidak 
lengkap. Hal ini berarti yang merupakan faktor risiko anak tidak imunisasi dasar lengkap 
adalah urutan anak ke-3 dst. Serupa dengan hasil lanjutan penelitian ini yang 
menemukan bahwa urutan kelahiran anak bertanda negatif yang menyatakan bahwa 
semakin banyak anak yang dilahirkan ibu maka semakin kecil peluang anak untuk 
imunisasi dasar lengkap. Sejalan dengan penelitian [60]–[63] yang menemukan bahwa 
anak ke-3 dst lebih berisiko untuk tidak imunisasi dasar lengkap dibandingkan dengan 
anak urutan pertama. Hal ini dikarenakan jumlah anak yang semakin banyak maka 
kapasitas keluarga seperti perhatian dan waktu akan meningkat pula dan terbagi antara 
anak lainnya sehingga sebagian besar anak pertama akan mendapatkan perhatian lebih 
dari orang tuanya dibandingkan dengan bertambahnya jumlah anak di keluarga, 
termasuk pemberian imunisasi dasar anak [64]–[66]. 

Dari hasil penelitian ini, peluang anak untuk tidak imunisasi dasar lengkap apabila 
urutan anak ke-3 dst adalah sebesar 27%. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat 
kebijakan mengenai jumlah anak yg ideal dalam keluarga yaitu dua anak saja cukup 
untuk menyeimbangkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam program Keluarga 
Berencana (KB) [67], [68]. Namun, pada masyarakat di pedesaan masih belum 
memahami tentang keluarga berencana dan memiliki persepsi bahwa banyak anak 
banyak rezeki [69]. Untuk itu, diperlukan sosialisasi atau KIE (Komunikasi, Informasi, 
dan Edukasi) yang lebih intens, baik secara langsung dengan pendekatan para tokoh 
masyarakat maupun melalui internet dan media radio terutama di daerah yang tidak 
mencapai standar keluarga berencana [70], [71]. Dalam upaya mempermudah 
penemuan daerah yang kurang menerapkan program berencana maka pihak BKKBN 
seharusnya memiliki pemetaan tren jumlah kelahiran dan jumlah anak secara nasional. 
Selain itu, ilmu parenting bagi orang tua, terutama pasangan muda sangat diperlukan 
untuk memahami bahwa setiap anak memiliki hak kesehatan yang sama tanpa 
diskriminasi dan tidak boleh dibedakan [72], [73]. Oleh sebab itu, perlu adanya 
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SOP/Prosedur Operasi Standar dari pemerintah mengenai program bimbingan pra-
nikah yang disediakan oleh pihak KUA, seperti modul yang memuat ilmu parenting 
dalam pengasuhan anak sehingga diharapkan tidak terdapat diskriminasi antara anak di 
dalam keluarga [74].  

 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa determinan imunisasi dasar 
tidak lengkap balita di wilayah pedesaan Indonesia adalah kunjungan antenatal yang 
kurang dari 3 kali, persalinan tidak di fasilitas kesehatan, jarak faskes menjadi masalah 
besar, usia ibu lebih muda kurang dari 25 tahun, pendidikan ayah yang rendah, dan 
urutan anak ke-3 dst. Faktor risiko yang paling dominan dalam memengaruhi status 
imunisasi dasar tidak lengkap pada balita di wilayah pedesaan Indonesia adalah 
kunjungan antenatal yang kurang dari 3 kali. Peluang anak tidak imunisasi dasar lengkap 
sebesar 54% apabila ibu tidak melakukan kunjungan antenatal lebih dari 3 kali. Selain 
itu, apabila terdapat semua faktor risiko yaitu kunjungan antenatal kurang dari 3 kali, 
persalinan tidak dengan fasilitas kesehatan, jarak faskes menjadi masalah besar, usia 
ibu kurang dari 25 tahun, pendidikan ayah yang rendah, dan urutan anak ke-3 dst maka 
peluang anak tidak imunisasi dasar lengkap sebesar 86%.  

Oleh sebab itu, langkah awal yang harus diambil untuk menangani imunisasi dasar 
tidak lengkap di pedesaan adalah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, 
terutama dukun beranak. Pendekatan dilakukan dengan menjalin kemitraan antara 
petugas kesehatan dengan dukun beranak yang bertujuan untuk mempromosikan 
kesehatan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, khususnya bagi para ayah 
sebagai pemegang keputusan di keluarga. Promosi kesehatan wajib memprioritaskan 
pentingnya pemeriksaan antenatal yang kemudian diikuti tentang manfaat imunisasi 
dasar anak. Kemudian pemerintah mendukung dengan adanya pembangunan fasilitas 
kesehatan di daerah terpencil, salah satunya UKBM seperti rumah singgah atau desa 
siaga yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana prasarana untuk 
pemeriksaan antenatal dan pelaksanaan imunisasi dasar, sehingga mengurangi biaya 
transportasi dan mempermudah ibu melakukan pemeriksaan antenatal. Selain itu, 
diperlukan SOP/Prosedur Operasi Standar dari pemerintah mengenai program 
bimbingan pra-nikah yang disediakan oleh pihak KUA, seperti mewajibkan bimbingan 
pra-nikah bagi pasangan muda dengan adanya modul yang memuat ilmu parenting 
dalam pengasuhan anak dan keluarga berencana. Solusi tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan cakupan imunisasi dasar anak di pedesaan. 
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